SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. Sk. 35/Ka/1962
Tentang
PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang

Mengingat
a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Ne. 5 Tahun 1860 LN Tahun 1960 No.
104);

b. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1861 dan Surat Keputusan Menteri Agraria
tanggal 8 Januari 1962 No. Sk. VI/6/Ka:

c. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Pertama

Menyatakan tanah-tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar Daerah
Kecamatan letak tanah, sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Kedua:

Menyerahkan wewenang untuk melaksanakan penguasaaan tanah-tanah tersebut dalam
ketentuan pertama kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat ll dengan dibantu Panitia

Landreform Kecamatan dan Panitia Landreform Desa, dengan mengingat peraturan-
peraturan yang berlaku, serta mewajibkan untuk :

a. menetapkan besarnya ganti rugi:

b. mengurus pemberian surat izin mengerjakan tanah kepada para penggarapnya;
¢. menyelenggarakan redistribusinya.

Ketiga :

Ketentuan Pertama dan Kedua tersebut di atas, tidak berlaku atas tanah-tanah pertanian
absentee yang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1962;

a. oleh pemiliknya telah dialihkan kepada orang yang bertempat tinggal di Kecamatan letak
tanah, di muka pejabat pembuat akta tanah,;

b. pemiliknya telah pindah ke Kecamatan letak tanah dan kepindahannya itu telah terdaftar
di desa dan diketahui oleh Camata yang bersangkutan:;

¢. oleh pemilik tanah telah diajukan permohonan izin untuk dihibahkan, dan surat
permchonannya telah sampai di Departemen Pertanian dan Agraria.
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Keempat :

Pemilik tanah pertanian absentee yang telah mengajukan permohonan hibah kepada
Menteri Pertanian dan Agraria sedang permohonannya ternyata kemudian ditolak, diberi
kesempatan untuk mengalihkan tanahnya kepada petani di tempat letak tanah atau pindah
ke Kecamatan letak tanah, selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sejak tanggal
penolakannya.

Kelima :

Para pensiunan dan janda pensiunan Pegawai Negeri diberi kesempatan untuk memenuhi
pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dalam waktu saty tahun
terhitung sejak tanggal 1 Januari 1983.

Keenam :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat
dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 1962
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
ttd.

(SADJARWO, S.H.)
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} KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 Tahun 2003

TENTANG

NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINT AH KEABUPATEN/KOTA

\
Me ‘ imbang : a. bahwa dalam rangka pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara utuh dan
T terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
| Indonesia Nomor X/ MPR/2001, periu adanya pengelolaan pertanahan yang didasarkan pada
konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan secara nasional;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IXMPR/2001 tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan:;

C. bahwa sesuaij Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003,
telah ditetapkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;

d. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf c, diperiukan norma dan
standar mekanisme ketatalaksanaan yang penyusunannya ditugaskan kepada Badan
Pertanahan Nasional:

Me 'ngat : k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1860 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah Di Bidang Pertanahan:

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 5§ Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 309/ M Tahun 2001 tentang Pengangkatan
Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6/23/2009 10:07 ;
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6. Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di
Bidang Pertanahan:;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang

Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
merupakan tindak lanjut dari Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 34 Tahun 2003 dimaksud:

KET]GA : Noma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA terdiri atas :

pemberian ijin lokasi;

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

penyelesaian sengketa tanah garapan;

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan;

Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee;

f. penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;

8. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
h

1

o Roe o

. pemberian ijin membuka tanah;
- Pperencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKANDI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 28-08-2003

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc..Ph.D
NIP.130367083

6/23/2009 10:07 2
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584045, 3584077 (HUNTING) Ps. 2601 s/d 2606 Fax. (024) 3584045, Posko PBP : (024) 3547802

‘ Y Semarang, 29 Nopember 2008
Nomor : 070/ 968/X1/2008 Kepada
Sifat
Lampiran YN e
Tril}al DoGjinPenelitian e
| —_— di ............
SEMARANG

I. Menunjuk :
a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 30 Januari 2001
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang,
b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1 / 192 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kota Semarang.

: . GUBERNUR KDH TK., I JATENG
¢) Suratdari = ; (IUSBXNUR KDH TK. L TR ek SUE. T RS
Nomor : 070}1263/ .... i S Y
Tanggal : 19N°P°mb°r2008 ............... perihal Ijin Penelitian.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : APITAGHSTINV° ....................................................................
Alamat : J’l.SukunG?Senarang ....................................................
Pekerjaan 3 Mahasis"a .................................................................................
Kebangsaan IndonQSia .................................................................................

..........................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

| Penanggung jawab : PROF‘DR°AGNESWIDANTI' SH, ©N.

..........................................................

Peserta e — TN S T
Lokasi 2 KotaSemarang .......................................................................
| Waktu : .20 Nopember s/d 20 Desember 2008.

........................................................

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan
! Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dan lain - lain, selama yang bersangkutan wajib
mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

.
JRMAN. SH. MM
TEMBUSAN : Kepada Yth. an L e

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan );
2.\ Pertinggal




PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAK
JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

L. DASAR

[I.  MEMBACA

v Yang dilaksanakan oleh
1. Nama

2. Kebangsaan

3. Alamat Instansi

4. Pekerjaan

5. Penanggung Jawab
6. Maksud dan Tujuan

7. Lokasi

Nomor :070/ 1263 / 2008

. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.

Tanggal 20 Februari 2004.

Nomor 070/ 265 /2004.

Surat UNIKA SOEGIJAPRANATA
No. 038/B.7.3/MPA/X1/2008
Tanggal 19 Nopember 2008

HI.  Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas

Pelaksanaan Penelitian Lapangan / Riset di Kota Semarang

APIT AGUSTIN W

: Indonesia
J1.Sukun 69 Semarang

:  Mahasiswa

: Prof. DR. AGNES WIDANTI SH CN

: Mengadakan Penelitian/Riset Dengan Judul:
RELEVANSI PROGRAM LARANGAN
KEPEMILIKAN TANAH SECARA
ABSENTEE YANG BERLANGSUNG
SAMPATI SAAT INI DALAM KE
BIJAKAN LANDREFRCRM INDO
NESIA

Kota Semarang
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KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

L. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat
Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk
mendapatkan petunjuk seperlunya.

Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang
mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar
negeri , agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat
menimbulkan terganggunya stablitas keamanan dan ketertiban.

2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaky apabila

pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan

yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

3. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan

Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
20 Nopember 2008 s/d 20 Desember 2009

Demikian harap menjadikan pexhatlan dan maklum.

Semarang, 19 Nopember 2008

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVIN SI JAWA TENGAH
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